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WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLIJD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANABERGULIR DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Menimbang

Mengingat

DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayananPemerintah kepada masyarakat khususnya dalarn
mendorong penegmbangan produktivitas koserasidan usaha mikro, maka perlu adanya bergaturan
manejemen pengelolaan keuangan Orgarisasi
Perangkat Daerah dengan mekanisme Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD):

b. bahwa untuk melaksanakan ketent'an sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur
pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Eadan
Layanan Umum Daerah iPPK-BLUD) pada Unit
Pelaksaan Teknis Pengelolaan Dana BergulirPemerintah Kota Batam yang selanjutnya ditetspkan
dengan Peraturan Walikota Batam:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentangPembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupater.Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupater.
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Nasuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RepsblikIndonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diibehk
beberapa kali terakhir dengan Undang-UnsangNomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahan 1999 ter.tangPembentukan Kabupaten Pelalawan, KabupatenRokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Na:una,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4880):



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tetang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer
4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tzshun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Ncmo-
4355),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambzhar.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah bebera»a kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Urdang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahar. Duerar.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201£
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rep-blik
Indonesia Nomor 5679),

4.

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sirapan Pirjarr.
Oleh Koperasi (Lembaran Negara Repiblik Indoresiz
Tahun 1995 Nomer 19, tamkahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3591),
Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangar Badan Layanar
Umum (Lembaran Negara Rebuolik Indonesia Tahur.
2011 Nomor 82):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemtaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4573),
Peraturan Daearas Kota Batam Nomor 1C Tarun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perar:gkai
Daerah (Lembarar. Daerah Kota Batam Tahun 2016
Nomor 108):

MEMLTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (PPK-BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TESNIS
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yar.g dimaksud denga: :

1. Daerah adalah Kota Batam.

5.

6.

7.

8.



10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota
Batam.
Walikota adalah Walikota Batam.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase: Daerah yarz
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kata Batam.

4.

Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir yang
selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksara
Teknis Pengelciaan Dana Bergulir pada BPKAD.

5.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yarg
selanjutnya disingkat PPKD adalah cepala
Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan
Daerah yang mempunyai tugas melaksarakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

6.
Kk

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD ada.ah Unit Kerja pada OPD BPKAD
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan ELUD
dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kspadz
masyarakat berupa pelayanan dana bergulir tanpz
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam.
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produ.krifitas.

7.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana berelir,
yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir
adalah pola per.gelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilias berupa keleluasaan untuk meneruskan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masvarakat Calam
rangka memajukan kesejahteraan warga Kota Eatam
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelclaan
keuangan daerah pada umumnya.

8.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelrlaan
penguatan modal BLUD Dana Bergulir pada hatas-
batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan
yang berlaku umum.

9.

Peningatkan status BLUD Dana Bergulir adalah
meningkatnya status unit kerja yang menerzpkan
PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap menjadi unit
kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dara Berzulir
penuh.
Penurunan status BLUD Dana Bergulir adalah
menurunya status unit kerja vang menera»kan PPK-
BLUD Dana Bergulir penuh menjadi unit xer'a yang
menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir ter:ahap.
Pencabutan status BLUD Dana Bergulir adalah
kembalinya status unit kerja vang menerapkan PPK-
BLUD Dana Bergulir penuh atau PPK-BLUD Dana
Bergulir bertahap menjadi unit kerja rang
menggunakan pola peneglolaan keuangan peda
umunya.



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD
yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLUD vang terdiri atas pemirapin,
pejabat keuangan dan pejabat teknis yanbg berlaku
pada BLUD yang bersangkutan.
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam
bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang ticak perlu dibayar kembali.
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening
kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran bersangkutar. yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang
mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh
barang dan/atau jasa untuk keperluar. operasional
BLUD.
Investasi adalah penggunaan aset untuk
memperoleh manfaat ekonomis yang apat
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Rekening Kas BLUD adalah Rekening ternpa:
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh
pemimpin BLUD pada Bank Umum ntuk
menampung seluruh penerimaan pendapatan dari
pembayaran pengeluaran BLUD sesuai peraturan
Perundang-undangan.
Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraar.
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-ka:dak.
manajemen yang baik dalam rangka pemberiar.
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Pengawas
adalah orang yang bertugas melakukan pengawasar.
terhadap pengelolaan BLUD.
Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang
wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layan:n.
Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi texnis
tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan
oleh BLUD kepada masyarakat.
Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanji.tnya
disingkat RBA adalah dokukmen perencanaan tisnis
dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja dan anggran BLUD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang
selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen
yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus
kas, jumlah dan kualitas barang dan/a:au jasa yang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai casar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.



29. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya
disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima
tahunan yang memuat visi, misi, program stri.legis
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijekari
operasional BLUD.
Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut
Dewan Pengsawas adalah organ vang beriugas
melakukan pengawasan terhadap pengeloaan B..UD.

2
kat6

BAB II
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

(1)

(2)

(3)

UMUM DAERAH

Pasal 2

UPT pada BPKAD ditetapkan sebagai Bedar:
Layanan Umum Unit Kerja yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Limun
Daerah (PPK-BLUD) bertahap.
Dalam menyelenggarakan dan meningkurkar.
layanan kepada masyarakat, BLUD diberikari
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
Atas Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) diberikan fleksibilitas dalam Fai :

a. menggunakan dana yang dapat dikelola
langsung,

b. pengelolaan barang,
Cc. pengelolaan piutang, dan

d. perumusan standar, kebijakan, sistem, dan
prosedur pengelolaan keuangannya

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cilarang
melakukan fleksibilitas kegiatan dalam hal
pengelolaan investasi, pengelolaan uteng, dan
pengadaan barang dan/atau jasa.

14)

'5) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada

1)

ayat (1) dapat ditingkatkan menjadi BLUD yenuh
apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
diatur peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

BLUD bertujuan memberikan pelayanan 1umurm

secara lebih efektif dan efesien sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat, dengan pengelclaan
berdasarkan peraturan mengenai BLUD.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

BLUD dibenruk untuk membantu penczpaian
tujuan Pereriztah Daerah , dengan status hakum
tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
Kepala BPKAD bertanggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan pelayanan umurj oleh
BLUD terutama pada aspek manfaat yangdihasilkan.
Pejabat penge.sla BLUD bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan ':mum
sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus
mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta
kualitas pelayanan umum kepada masyerakat tanpa
mengutamakan pencarian keuntungan.
Rencana kerja can anggaran serta lapcran keuangan
dan kinerja BLJD disusun dan disejikan sesagai
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja
dan anggaran serta laporan keuangan dan kirerja
Pemerintah Daerah.
Dalam menyelenggarakan dan meningkitkan
layanan kepala masyarakat BLUD bessifat
fleksibilitas dalam pengelolaannya.

BAB IV
TATA KELOLA

Bagian kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

BLUD beroperssi berdasarkan tata kelola sztau
peraturan internal, yang memuat antara lain:
a. struktur organisasi,
b. prosedur kerja,
C. pengelompokan fungsi yang logis: dan
d. pengelolaar. sumber daya manusia:
Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayezt (1),
memperhatikar: prinsip, antar lain :

a. transparansi:
b. akuntabilitas:
C. responsibilitas: dan
d. independensi.

Pasal 5

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud caam
Pasal 4 ayat (li huruf a, menggambarkan pusisi



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab,dan wewenang dalam organisasi.
Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan
mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fangsidalam organisasi.
Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1! huruf c,
menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional
antara fungsi pelayanan dan fungsi pendiikung
yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern
dalam rangka efektifitas pencapaian organisas..
Pengelolaan sumber daya manusia sebagairnana
dimaksud dalam Pasa! 4 ayat (1) huruf d,
merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas
mengenai sumber daya manusia yang berorizntasi
pada pemenuhan secara kuanttatif dan
kualitas/komponen untuk mendukung pencepaian
tujuan organisasi secara efesien, efektif dar,
produktif.

Pasal 6

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yanz
dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar
informasi secara langsung dapat diterima bagi yanz
membutuhkan.
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b, merupakan keje-asan fiingsi,
struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD
agar pengelolaan dapat dipertanggungjawabka::.
Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau
kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi
terhadap prinsip bisnis yang sehat serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian
pengelolaan crganisasi secara profesional anpa
benturan kepentingan dan pengaruh azau tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesusai dengan
peraturan peraindang-undangan dan prinsip b.snis
yang sehat.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 7

(l) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:



(2)

(1)

3)

(1)

(3)

(1)

a. Pemimpin:
b. Pejabat kesiangan, dan
c. Pejabat teknis:
Sebutan pemimpin, pejabat keuar-zan Can peiabat
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (Il), capat
disesuaikan dengan nomenklatur vang berlaku
pada UPT.

Pasal 8

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan
pejabat pengelola BLUD sebagaimara dimaxssud
dalam Pasal 7 avat (1), ditetapkan berdasarkan
kompetensi dar. kebutuhan prak-ek bisnis yang
sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada aya: (1).
merupakan kemampuan dan keahlian yang dirriliki
oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku dalam
pelaksanaan tugas jabatan.
Kebutuhan praktek bisnis yang senat sebagairiana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan
BLUD untuk meningkatkan kinerja keaar.gar dan
non keuangan berdasarkan kaidah-ksidah
menejemen yang baik.

(2)

Bagian Ketiga
Pengelompokan yang logis

Pase. 9

Pejabat pengelc.a BLUD diangkat dan diberaentikan
oleh Walikota.

Pemimpin BLUD bertanggungawa» kerada
Walikota melalu: kepala BPKAD.

(2)

Pejabat keuangan dan pejabat texnis ELUD
bertanggungjawab kepada pemimpin 3LUD.

Pasal 10

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud calam
Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai rugas dan
kewajiban :

a. memimpin, mengarahkan, membir.a, menganxasi.,
mengendalikan, dan mengevaluasi
penvelenggaraan kegiatan BLUD,

b. menyusun rer.stra bisnis BLUD:
c. menyiapkan RBA,



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keu ngan
dan pejabat teknis kepada Walixora rrelalui
kepala BPKAD sesuai ketentuan:

e. menyampaikan dan memperranggungjawabkan
kinerja operasional serta seuargan SLUD
kepada Walikota melalui kepala BPKAD.

Pemimpin BLUD dalam melaksarakan tugas daa
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayset (l:,
mempunyai fungsi sebagai penanggungsawab
umum operas:2nal dan keuangan BLUD.

Pasal 11

Pejabat keuangan BLUD sebagairaanz dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
dan kewajiban:
a. mengkoordinasikan per-yusunan RBA,

menyiapkan DPA-BLUD:
melakukan pengelolaan pendapatar. dan b:aya,

menyelenggarakan pengelolaan kas,
melakukan pengelolaan utang-piutang,

b.

d.

e.

menyusun kebijakan pengelolaan barang aset
tetap dan investasi,

f.

g. menyelenggarakan sistim informas: mene emen
keuangan, dan

h. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan
laporan kuangan.

Pejabat keuangan BLUD dalam melaksakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pede ayat
(1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawat
keuangan BLUD.

Pasal 12

Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud :alarn
Pasal 7 ayat il) huruf c, mempunyai tugas dan
kewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan -eknis

dibidangnya,
b. melaksakan kegiatan teknis sesui R34, da-
Cc. mempertanggungjawabkan kinera operasional

dibidangnya.
Pejabat teknis BLUD dalam melarsanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaxsud pad:. ayat
(1), mempunyai fungsi sebagai benanggungjawab
teknis masing-masing.



(3) Tanggung jawab pejabat tekr.is sebagajraana
dimaksud pada avat (2), berkaitan dengan mutu,
standarisasi, administrasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber
daya lainnya.

Pasa. 13

(1) Pejabat pengelola yang mengawas. BLUD clapet
berasal dari Pegawai Negeri Sipii (PNS) danyatau
non PNS yang profesional sesuai dngan
kebutuhan.

(2) Pejabat pengelola yang mengawasi BLUD dapat
berasal dari ncn PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau
berdasarkan kor.trak.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat per gelola
dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS
disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-uncangan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat per.gelola
dan pegawai BLUD yang berasal dari nor. PNS
dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi.
ekonomis dan produktivitas dalam meningkatkan
pelayanan.

Pasa: 14

(1) Pejabat Pengguna anggaran/barang 3LUD adalah

kepala BPKAD

(2) Pemimpin BLUD merupakan pejabat kuasa
pengguna anggaran/barang daerah pada BPKAD.

(3) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (Z' berasal dari non PNS, pejabat
keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang
merupakan pejabat kuasa pengguna
anggaran/ barang Daerah pada BPKAD.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola
dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berliiku.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

2asal 1.6

(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai cmset turunan
menurut laporan operasional stau nilai aset



(2)

8)

(4)

menurut neraca yang memenuhi syarat mia:mal,
dapat dibentuk dewan pengawas.
Jumlah anggota dewan pengawas sebagurranra
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3
(tiga) orang atau 5 (lima) orang den Seorar.gz ci
antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagsi
ketua dewan pengawas.
Syarat minimal sebagaimana dimaksui padz. ayat
(1), dan jumlah anggota dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat 12), mengacu
kepada peraturan Perundang-undangaa.
Dewan pengawas dibentuk dengan kebutusan
Walikota atas usulan pemimpin ELUD raelalui
Kepala BPKAD.

Pasa: 17

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pemb.nazn
dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUI yang
dilakukan oleh vejabat pengelola sesuai cengen
ketentuan peraturan perundang-undar.gan.

(2) Dewan pengawas berkewajiban:
a. memberikan pendapat dan saran kepaca

Walikota mengenai RBA yang diasulkar. oleh
pejabat pengeloia,

b. mengikuti perkembangan kegiatan 3LUD dan
memberikan pendapat serta saran kepada
Walikota mengenai setiap masalah varz
dianggap penting bagi pengelolaan ELUD:,

c. melaporkan kepada Walikota terang kirerja
BLUD melalui Kepala BPKAD:

d. memberikan nasehat kepada pejasa: pergelola
dalam melaksanakan pengelolaan BLUD:

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerj:. »eik
keuangan maupun non keuangan, serta
memberikan saran dan catatan-caratar penting
untuk ditindaklanjuti oleh pejakat pengelala
BLUD: dan

f. memonitor tindak lanjut hasi: evaluasi dan
penilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan
tugasnya sebagaimana dimaksud peda ave: (li,
kepada Walikota melalui Kepala BPKAD secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu kun
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Pasal 18

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-
unsur :
a. pejabat SKPD yang berkaitan cergan kegiatan

BLUD,
b. pejabat di lingkungan unit keja pengelola

keuangan daerah: dan
C. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLD.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengswas tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat
pengelola BLUD.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi d:wan
pengawas, vaitu:
a. memiliki dedikasi dan memahami masslah-

masalah yar.g berkaitan dengan keziatan BLUD.
serta dapat menyediakan waktu yang cikup
untuk melaksanakan tugasnya:

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dar.
tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernat.
menjadi anggota direksi atau kamisaris, atau
dewan pengawas yang dinyarzkar bersalah
sehingga menyebabkan suatu badar. -saha gailit
atau orang yang tidak pernah melakukar. tindak
pidana yang merugikan daerah, dan

Cc. mempunyai kompetensi dalan. bijang
manajemen keuangan, sumber daya marrasia
dan mempunyai komitmen terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal .9

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetaszan
selama 5S (lima) tahun, dan dapat diangkat keribali
untuk satu kali masa jabatan berikutrya.

(2) Anggota dewar pengawas dapat diberhentikan
sebelum masa jabatannya habis oleh Wa.ikota.

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebe.um
waktunya sebagaimana dimaksud paJZa ayat (2),
apabila :

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dergan
baik:

b. tidak melaksanakan ketentuan perundzang-
undangan,

Cc. terlibat dalam. tindakan yang merugizan BI/JD,
atau

d. dipidana penjara karena dipersalah:an
melakukan tindak pidana dan/a:at kesalahan



yang berkaitan dengan tugasnya melaksar:akan
pengawasan atas BLUD.

Pasal 20

(1) Walikota dapat mengangkat sekretaris dewan
pengawas untuk mendukung kelancaran tagas
dewan pengawas.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimz.ksud
pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan
pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas
dibebankan pada anggaran BLUD dan dimuat alam
RBA.

BAB VI
REMUNERASI

Pasal 22

(1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD Japat
diberikan remunerasi sesuai dengan ti1gkat
tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat. (ll,
merupakan imbalan kerja yang dapat berupe gaji.
tunjangan tetap, honorarium, insent:f, bonus atas
prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sexretaris
dewan pengawas sebagaimana dimaksud pad. ayat
(1), diberikan dalam bentuk honorariwm.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud rada aya: (1).
untuk BLUD ditetapkan oleh Walikota berdasarkar.
usulan yang disampaikan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 23

(1) Penetapan remunerasi pemimpin E.-UL.,
mempertimbangkan faktor-faktor yang
berdasarkan:
a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dixelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas,
b. pertimbangan persamaan dengan industri

pelayanan sejenis:
c. kemampuan pendapatan, dan



d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkar oleh
Walikota dengan mempertimbangkan artara
lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan
manfaat bag. masyarakat.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat tzknis
ditetapkan paling banyak sebesar 80” (delzpar.
puluh persen) dari remunerasi pemimpir. BLUL.

Pasal 24

Hcnorarium dewan pengawas ditetapkan sesaga:
berikut:
a. honorarium ketua dewan pengawas paling baryak

sebesar 40Yz iempat puluh persen) dari gaj:
pemimpin BLUD,

b. honorarium anggota dewan pengawas pzling
banyak sebesar 3646 (tiga puluh enam persen) dar:
gaji pemimpin BLUD, dan

c. honorarium sekretaris dewan pengawas pzling
banyak sebesar :5”o (lima belas persen) dari gaj:
pemimpin BLUD.

Pasa, 25

(1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai
BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2), dapat dihitung berdasarkan indikatcr penili.ian:
a. pengalaman dan masa kerja (basic index,
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan per iaku

(competency index),
resiko kerja 'risk index),

tingkat kegawatdaruratan f(emergenzy inde:::
jabatan yang disandang (position index), da»

f. hasil/capaian kinerja (performance index).

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang
berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengi-uti
peraturan perundang-undangan tentang gaji dan
tunjangan PNS serta dapat diberikar tambahan
penghasilan sesuai remunerasi yang dJitera »kan
oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pzsal
22 ayat (4).

Pasa: 25

1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris
dewan pengawas yang diberhentikan sementara Zari
jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50:
dima puluh persen) dari remunerasi/ nonorariim
bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal

Cc.

d.

e.



(2)

diberhentikan sampai dengan ditetapkan kepu-risan
definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang
diberhentikan sementara dari jabatemnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (i), memperoleh
penghasilan sebesar 506 (lima puluh persen dari
remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal
diberhentikan atau sebesar gaji PNS bercasarkan
surat keputusan pangkat terakhir.

BAB V
STANDAR PELANYANAN MINIMAL

(1)

(2)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 27

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauar. dan
kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh
BLUD, Walikota menetapkan standar pelayanan
minimal BLUD dengan peraturan Walikcta.
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), dapat diusulkan oleh pemirn»in
BLUD.
Standar pelayanan minimal sebagaimana dimeksud
pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta
kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 28

Standar pelayanan minimal harus memeruhi
persyaratan :

fokus pada jenis pelayanan,
terukur,
dapat dicapai,
relevan dan dapat diandalkan: dan

tepat waktu.
Fokus pada pelayanan sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan
yang menunjang terwujudnya tugas dan fingsi
BLUD.
Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya “Japat
dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat ili
huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihizung
tingkat pencapaiar.nya, rasional, sesuai kemampuan
dan tingkat pemanfaatnya.

a.

b.

Cc.

d.

e.



(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan
kegiatan yang sejalan, berkaitan dan :lapa:
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI
TARIF PELANYANAN

Pasa: 29

(l) BLUD dapat memungut biaya kepada masyasaka:
sebagai imbalan atas barang dan/atau 'asa lavenar.
yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layenar.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkar.
dalam bentuk tarif uang.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana
dan untuk menutup seluruh atau sebagian dar:
biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayet (2),
dapat berupa besaran tarif sesuai jenis layanan
BLUD yang besangkutan.

Pasal 30

(1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpir BLUD
kepada Walikota melalui kepala BPKAD.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayzt (1),
ditetapkan dengan perasuran Walikota dari
disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimeksud
pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta
kompetisi yang sehat.

(4) Walikota dalam menetapkan besaran tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapa:
membentuk tim.

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada aya:
(4) ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya
dapat berasal dari :

a. Pembina tekxis,
b. Pembina keuangan,
c. Unsur perguruan tinggi, dan

d. Lembaga profesi.



Pasal 31

(1) Peraturan Walikcta mengenai tarif lavanan sLUD
dapat dilakukan perubahan sesuai kebatahan dan
perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaxsucd pada ayat
(1), dapat dilakukan secara keseluruhan meupun
per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dir.aksud sada
ayat (l) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan
Pasal 30.

BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 32

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

a. jasa layanar,
hibah,
hasil kerja sama dzngan pihak lain,
APBD,
APBN: dan
lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

b.

d
e.

f

Pasal 33

(1) Pendapatan BLUD yang besumber dari jasa layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurut a,
berupa imbalan yang diperoleh dari jasa :ayanan
yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari 1:bah
sebagaimana dimaksud dalam Pasel 32 huruf b,
dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak teri cat.1

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sekagairana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, daya: b::upa
perolehan dari kerjasama operasiona., sewa
menyewa dan usana lainya yang menduxung tgzas
dan fungsi BLJD.

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBI)
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 32 huruf d,
berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi xredit
anggaran pemerintahan kota bukan Gari kegiatan
pembiayaan APBD.



(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari £PBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huraf e,
dapat berupa pendapatan yang berasal dar:
pemerintah dalam rangka pelaksa yaar.
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan Jar.
lain-lain.

a

(6) BLUD dalam melaxsanakan anggaran dekonsertrasi
dan/atau tugas pembantuan sebagair:ana
dimaksud pada ayat (5), proses pengelc.aan
keuangan diselenggarakan secara terp:sah
berdasarkan ketentuan yang berlaxsu dalam
pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagairyrana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, antara lain :

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisah:.an:
hasil pemanfaatan kekayaan,
jasa giro,

pendapatan bunga,

0
AO

«

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing,

f. komisi potongan ataupun bentuk lain sesagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaar:
barang dan/atau jasa oleh BLUD, dan

g. hasil investasi.

Pasal 34

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana Cimaz:sud
dalam Pasal 32 kecuali yang berasa. dari kitah
terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai
pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud rada ayat |1:.

diperlakukan sesuai peruntukan.
(3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud d:larm

Pasal 33 ayat (7) huruf c berupa jasa giro dari
rekening pokok dan jasa giro rekening bunga.

(4) Pendapatan BLUD dari jasa giro rekening poxok,
disetorkan ke rekening bunga setiap awal kulan
berikutnya melalui bank yang ditunjuk.

(5) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaxrsud
dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan tuaruf
f, dalam kode rekening kas BLUD dan dicatat da.am
kode rekening kelompok pendapatan asl. deerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

dengan obyek pencapatan BLUD.

(6) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pacz
ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelto.:
Keuangan Daerah setiap triwulan.



Bagian Kedua
Biaya

Pasal 35

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasionzl dan biaya
non operasiona..

(2) Biaya operasiona: sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang merjadi bsban
BLUD dalam rangka menjalankan tugas fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud zada
ayat (1), mencakup seluruh biaya yang mesjjadi
beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada aya: (l),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegatan
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan prcgram dan kegiatan sebagairrana
dimaksud pada avat (4), dialokasikan sesuai deigar
kelompok, jenis. program dan kegiatan.

Pasa! 36

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (Zi, terdiri dari:
E

a. biaya pelayaran, dan
b. biaya umum Jan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(il) huruf a mencakup seluruh biaya operas.onel
yang berhubungan langsung dengan kegutan
pelayan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagairasna
dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencaxup sel.:run
biaya operasiona. yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksus pada ayat
(2), terdiri dari:
a. biaya pegawai:

biaya bahar.:

biaya jasa pe-ayanan,
biaya pemeliharaan,

0
90

Cc

biaya barang dan jasa, dan
f. biaya pelayanan lain-lain.

(S5)Biaya umum dan administrasi sebagairrana
dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:



biaya pegawai,
biaya administrasi kantor,

biaya pemeliharaan,
biaya barang dan jasa,

a.

b.

biaya promosi: dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
e.

(6) Sumber biaya operasional sebagaimana dimaksuc
pada ayat (l) bersumber dari pendapatar.
bunga/jasa pinjaman.

(7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud aya: (|.
dari pendapatan bunga/jasa pinjaman.

(8) Sisa bunga/jasa pinjaman dapat digunakan sebaga.
penambahan pokok pinjaman untuk disalurkar.
kepada pelaku usaha koperasi dan usaha rnikro
yang disetorkan pada awal tahun berikutnya ke
rekening penerimaan pokok UPT-Dana Bergulir.

Pasal 37

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersurrber,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hur-f a,
huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada
PPKD setiap triwulan.

(2) Seluruh biaya pengeluaran BLUD yang bersurnbe:
sebagaimana dimaksud pada ayat (!:, dilakukan
dengan menerbitkan SPM pengesahan yang
dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jewab
(SPTJ).

Pasal 38

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran J33LUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD
kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/ Kepala OPD.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 39

(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dirraksud pada
ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, prozrain
strategis, pengukuran pencapaian kinerja, reicana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan
lima tahunan BLUD.



(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menust
sesuatu gambaran yang menantang tentang keadzan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan.

(4) Misi sebagaimara dimaksud pada ayat (2), memuat
sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan orgarisasi
dapat terlaksanaxan sesuai dengan bidangnya dan
berhasil dengan taik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada arat
(2), memuat program yang berisi proses keriatun
yang berorientasi pada hasil yang ingin dcaji
sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampa: dengan
5 (lima) tahun yang memperaitungkan pctensi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkir tinbu!.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagairrana
dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran ranz
dilakukan dengan menggambarkan pencapaian a3as:l
kegiatan dengan disertai analis atas faktor-:zktor
internal dan ekstemal yang mempengaruhi
pencapaian kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sedagaimanz
dimaksud pada ayat (2), memuat rencana cazajiar.
kinerja pelayanan tahunan selama 5 (limaj tahun.5

(8) Proyeksi keuangar. selama S£ (lima) tahursn
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). mernuat
perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama
5 (lima) tahun.

Pasal 4)

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud calam
pasal 39 ayat (!), dipergunakan sebagai Jasa:
penyusunan RBA dar. evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 41

(1) BLUD menyusun RBA tahunan vang berpedumari
kepada renstra bisnis BLUD.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ay:
(1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbas.s
kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jen:s
layanan, kebutuhan pendanaar dan kemampuari
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari
masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan surrbe:-
sumber pendapatan BLUD lainnya.



Pasal 42

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari proz-am
dan kegiatan BLUD dengan berpedoman »ada
pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 43

(l) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pesal 51,
memuat:

kinerja tahun vderjalan,

asumsi makrc dan mikro,

target kinerja,
analisis dan perkiraan biaya sa:uan,

perkiraan harga,
anggaran pendapatan dan biaya,

a.

b.

e.

f
besaran persentase dan biaya,8
prognosa laporan keuangan,h.

perkiraan maju (forward estimate),

.
ee .

j. rencana pengeluaran investasi/modal, dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya udtuk
konsolidasi dengan RKA BPKAD/APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud paca ayat (1), disertai
dengan usulan program, kegiatan, stardar
pelayanan minimal dan biaya dari keluaran rang
akan dihasilkan.

Pasal 44

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimassuc
dalam Pasal 43 ayat (l) huruf a, meliputi :

a. hasil kegiatan usaha,
b. faktor yang mempengaruhi kinerja,
c. perbandingan RBA tahun berjalan de-gan

realisasi:
d. laporan keuangan tahun berjalan, dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjur:
sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun
berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b antara lain:

a. tingkat inflasi,
b. pertumbuhan ekonomi,
c. nilai kurs:



d. tarif, dan
e. volumen pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) huru' c, antara lain :

a. perkiraan per.capaian kinerja pelayanar, dan

b. perkiraan 'keuangan pada tahun yang
direncanaka3. .

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagairsana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d,
merupakan perkiraan biaya per ur.it penveciaan
barang dan/atau jasa seluruh komponen biaya dan
volume barang dan/atau jasa yang akan dihasi. kar.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat'(l) huruf e, merupakan estirmasi

harga jual produk barang dan/atau asa sew:lah
memperhitungkan biaya persatuar dan tir.gkat
margin yang di-entukan seperti tercermin dan -arit

layanan.
|

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat il) huruf f,

merupakan rek.cana anggaran untuk sel.run
kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan
uang yang tercermin dari rencana pendapatar dan
biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaiir.arie
dimaksud dalam Pasal 43 ayat il) huri g.

merupakan besaran persentase perubzhar.
anggaran bersumber dari pendapatan OperaSi)na.
yang diperkenankan dan d:tentukar dengar.
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasisnal
BLUD.

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal «3 ayat (1) huruf h, merupakan
perkiraan realisasi keuangan tak-un berialan se derti
tercermin pada laporan operasional, neraca, dan

laporan arus kas.

(9) Pekiraan maju (forward estimate) sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf 1,

merupakan perhitungan kebutuhan dar:a dan
tahun anggaran beriku: dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambu.rgan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan

menjadi dasar penyusunan tahun angzaran
berikutnya.

(10) Rencana pengeluran investasi/rrodal sebagairrana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (!) huruf .,
merupakan rencana pengeluaran dana untuX
memperoleh aset tetap.



(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsc.idasi
dengan RKA-OPD/APBD sebagarrana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k, merupzkar.
ringkasan pendapatan dan biaya dalam BA yang:
disesuaikan dengn format RKA-OPD '/APED.

Pasal 45

(1) RBA BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-BPEAD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipersamakan sekagai RKA BPKAD.

Pasal 4€

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1), disampaikan kepada kepala OPD untus dibahas
sebagai bagian dari RKA-OPD.

(2) RKA-OPD beserta RBA sebagaimara dimaksud -ada
ayat (1), disampaixan kepada PPKD.

Pasal 47

RKA-OPD beserta REA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD
untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 48

RBA yang telah dilakukan penelaahan olen TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal «7, disampsikan
kepada PPKD untuk dituangkan dalam Ranza.gan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 49

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 48ypasal
ditetapkan menjadi Peraturan Dasrah, gemumpin
BLUD melakukan penyesuaian terhacap RBA ur.tuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada aya: (1),
dipakai sebaga: dasar penyusuran DPA-ELUD
untuk diajukan kepada PPKD.



BAB IX
PENGELCILAAN KAS

Pasal 50

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas vang
dananya bersumber sebagaimana dimaksud Calam
Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f.
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 51

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyeler.gzarakan .

a.

po
c

perencanaan penerimaaan dam pengeluaran kas:
pemungutan pendapatan dan tagihan,
penyimpanan kas dan mengelola rekening bank:
pembayaran:
perolehan sumber dana untuk menu:up difisit
jangka pendek: dan

pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh pendapatan tambahan.

f

(2) Penerimaan BLUD pada setiap har: disetcrkan
seluruhnya ke rexening kas BLUD dar: d:lapcrkan
kepada pejabat keuangan BLUD.

BAB Xx

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 52

(1) Pengawasan dan pembinaan terhacap PPK-ELUD
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Ber:sulir
Pemerintahan Kota Batam Gilakukan oieh Wal kota
sesuai peraturan Perundang-undangan.

(2 Dalam melakukan pengawasan dan pembir.aar,
Walikota menetapkan pengawas yang terdiri darj
unsur :

a. Pejabat Perargkat Daerah vang berkz:itan
dengan kegiazan BLUD:

b. Pejabat di lingkungan BPKAD, dan

Cc. Tenaga ahli yar.g sesuai dengan kegiatan BL. D.

(3) Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Walikota secara berkala palir.g sedikit 1

(satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-wakru
apabila diperluxan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 'entangPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Limum
Daerah (PPX-BLUD) Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota 3atam
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalm perzzuranWalikota ini, sepanjang mengenai teknis admir:.strasi
pelaksanaan PPK-BLUD ditetapkan eh Walikcta
berpedoman pada Perundang-undangan yang ber!ak:.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku bada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturar Walikcta jai
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batara.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 201”

WALIKOTA BATAM

“

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Ta
EFRDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR


